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Ayat (3) 
Cukup jelas.  
 

Pasal 33 
Ayat (1) 

Cukup jelas.  
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "unsur-unsur lingkungan" adalah unsur 
hayati dan non hayati serta proses-proses ekosistem, antara 
lain, dinamika populasi flora-fauna dan phytogeografi. 

Huruf c 
Cukup jelas.  

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "kompensasi" dalam ketentuan ini adalah 
membayar dengan sejumlah dana atas pemanfaatan air dan jasa aliran 
air untuk pemeliharaan dan rehabilitasi daerah tangkapan air. 
Dana kompensasi yang berasal dari pemanfaatan air dan jasa aliran air 
di setor ke Kas Negara dan diatur sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 34 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas.  
 Huruf b 

Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam 
hutan alam ditujukan untuk mengembalikan unsur hayati serta 
unsur non hayati pada suatu kawasan dengan jenis asli 
sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 
Pasal 35 

Cukup jelas. 
 
Pasal 36 

Ayat (1) 
Penentuan potensi hutan produksi, didasarkan pada gambaran umum 
vegetasi areal hutan dan penutupan vegetasi, didasarkan pada citra 
landsat, dan jumlah pohon. 

Ayat (2) 
Cukup jelas.  

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "mencapai keseimbangan hayati" adalah 
apabila kegiatan pengembalian unsur biotik serta unsur abiotik pada 
suatu kawasan telah dilaksanakan sehingga pada waktunya dapat 
dilakukan kegiatan pemanenan. 

Ayat (4) 
Cukup jelas.  

Ayat (5) 
Cukup jelas.  

 
Pasal 37 

Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman sebelumnya 
disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan 
HTI (HPHTI). 
Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada saat 
pemanenan hasil dapat dilakukan dengan cara tebang habis dengan 
penanaman kembali atau tebang habis dengan permudaan buatan. 

 
Pasal 38 

Cukup jelas. 
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Pasal 39 

Ayat (1) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "tanaman sejenis" adalah tanaman hutan 
berkayu yang hanya terdiri dari satu jenis (species) beserta 
varietasnya. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "tanaman berbagai jenis" adalah 
tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman 
budidaya tahunan yang berkayu, atau jenis lain yang ditetapkan 
oleh Menteri. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 40 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah; 
a. Luas areal; 
b. pola pembangunan dan pengembangan; 
c. kriteria lokasi; 
a. hubungan hukum para pihak; dan 
b. kriteria perorangan, kelompok atau koperasi yang mendapat izin 

HTR. 
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Pasal 41 

Ayat (1) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "tanaman sejenis" adalah tanaman 
hutan berkayu yang hanya terdiri dari satu jenis (species) 
beserta varietasnya. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "tanaman berbagai jenis" adalah 
tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman 
budidaya tahunan yang berkayu, atau jenis lainnya yang 
ditetapkan oleh Menteri. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 42 
Cukup jelas. 
 

Pasal 43 
Cukup jelas. 
 

Pasal 44 
Cukup jelas. 
 

Pasal 45 
Ayat (1) 

Jumlah volume yang diberikan dalam pemungutan hasil hutan kayu 
disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas umum. 

Ayat (2) 
Jumlah volume yang diberikan dalam pemungutan hasil hutan kayu 
disesuaikan dengan kebutuhan untuk rumah. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Pasal 46 

Cukup jelas. 
 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

 
Pasal 48 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam atau hutan tanaman, 
didasarkan pada manajemen sistem silvikultur yang digunakan, 
sehingga memungkinkan suatu areal usaha pemanfaatan hutan dapat 
efektif hingga mencakup areal berhutan bekas tebangan maupun areal 
tidak berhutan yang tidak memungkinkan secara ekonomis dan lestari 
dikelola sendiri-sendiri. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 49 

Cukup jelas. 
 
Pasal 50 

Cukup jelas. 
 
Pasal 51 

Ayat (1) 
Dalam hal pemegang izin melihat permintaan pasar atas hutan 
tanaman yang dinilai ekonomis untuk ditebang, maka pemegang izin 
melaporkan kepada Menteri untuk melakukan penebangan. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 52 

Cukup jelas. 
 
Pasal 53 

Cukup jelas. 
 
Pasal 54 

Cukup jelas. 
 
Pasal 55 

Cukup jelas. 
 
Pasal 56 

Cukup jelas. 
 
Pasal 57 

Cukup jelas. 
 
Pasal 58 

Cukup jelas. 
 
Pasal 59 

Cukup jelas. 
 
Pasal 60 

Cukup jelas. 
 
Pasal 61 

Cukup jelas. 
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Pasal 62 

Ayat (1) 
Menteri, secara bertahap dan selektif, dapat melimpahkan kewenangan 
pemberian IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi kepada 
daerah, tergantung kepada kesiapan daerah yang bersangkutan baik 
dari segi kelembagaan, visi, atau misi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Gubernur apabila dalam wilayah provinsi, bupati/walikota apabila dalam 
satu wilayah kabupaten/kota 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 63 

Cukup jelas. 
 
Pasal 64 

Cukup jelas. 
 
Pasal 65 

Cukup jelas. 
 
Pasal 66 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain adalah 
rekomendasi pejabat yang berwenang, persyaratan subyek yang dapat 
diberikan izin, dan luasan yang dapat diberikan serta persyaratan 
kemitraan. 
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Pasal 67 

Ayat (1 )  
Yang dimaksud dengan "perorangan" dalam ketentuan ini adalah 
perorangan yang berada di dalam atau di sekitar hutan. 
Yang dimaksud dengan "koperasi" dalam ketentuan ini adalah koperasi 
masyarakat setempat yang bergerak di bidang usaha kehutanan. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

BUMS Indonesia sebagai perseroan terbatas yang berbadan 
hukum Indonesia meskipun modalnya berasal dari investor atau 
modal asing, dapat diberikan IUPJL dalam bentuk rehabilitasi 
dan penyelamatan kawasan dan lahan atau memperbaiki 
lingkungan. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

BUMS Indonesia sebagai perseroan terbatas yang berbadan 
hukum Indonesia meskipun modalnya berasal dari investor 
atau modal asing, dapat diberikan IUPHHK pada hutan 
tanaman industri (HTI) dalam hutan tanaman pada hutan 
produksi. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 
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Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan "koperasi” dalam ketentuan ini adalah 
koperasi yang bergerak dalam skala usaha mikro, kecil, atau 
menengah yang dibangun masyarakat setempat. 

Ayat (6) 
Cukup jelas.  

Ayat (7) 
Cukup jelas.  

Ayat (8) 
Cukup jelas.  

Ayat (9) 
Cukup jelas.  

Ayat (10) 
Cukup jelas.  

 
Pasal 68 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "menyeleksi para pemohon" adalah seleksi 
persyaratannya, antara lain, persyaratan administrasi, persyaratan 
proposal teknis, kelayakan finansial dan analisis manfaat sosial 
ekonomi dan prospek pasar. 
Yang dimaksud dengan "menyeleksi status kawasan hutan" adalah 
penilaian status kawasan, antara lain, potensi kawasan terhadap 
kemungkinan dapat dilakukannya kegiatan usaha pemanfaatan hasil 
hutan berupa kayu dan aksesibilitas yang dapat dikembangkan. 
Termasuk yang akan dinilai terhadap status kawasan hutan, antara 
lain, adalah lahan kosong, padang alang-alang dan/atau semak belukar 
pada kawasan hutan produksi, topografi dengan kelerangan paling 
tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dan topografi pada kelerengan 
8% (delapan perseratus) - 25% (dua puluh lima perseratus) harus 
diikuti dengan upaya konservasi tanah. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 69 
Cukup jelas. 
 

Pasal 70 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

"Kinerja baik" dalam ketentuan ini ditunjukkan dengan adanya 
pengakuan dari lembaga penilai independen yang diakreditasi oleh 
Menteri. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Bagi hasil antara koperasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, 
atau pemerintah kabupaten/kota dilakukan secara proporsional 
dengan memperhitungkan besarnya investasi yang dikeluarkan oleh 
masing-masing pihak dalam kegiatan rehabilitasi hutan. 

Ayat (5) 
Dalam mengatur hak pemegang izin, peraturan Menteri harus 
mempertimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi masyarakat 
dan mencegah timbulnya konglomerasi yang tidak sehat 

 
Pasal 71 

Ayat (1) 
Huruf a 

Dalam rencana kerja, antara lain, memuat pula aspek 
kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan, dan 
sosial dan ekonomi. 


